PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
REPUBLI K | NDONESI A ( PERPU)
NOMOR 1 TAHUN 1965 (1/1965)
TENTANG
PERUBAHAN' PENAMBAHAN UNDANG- UNDANG NO. 7 TAHUN 1960
( LEMBARAN- NEGARA TAHUN 1960 NO 109)

Presi den Republik Indonesi a,

Meni nbang:

a. bahwa Undang-undang No. 7 tahun 1960 tentang Statistik perlu
| ebi h di sesuai kan dengan perkenbangan Revol usi dan susunan
Pemer i nt ahan Republi k | ndonesi a dewasa i ni;

b. bahwa ber hubung dengan yang tersebut pada huruf a di atas,
maka untuk pinpinan urusan statistik guna perkenbangannya,
perlu di adakan per ubahan/ penanbahan pada  Undang- undang
Statistik (U U No. 7 tahun 1960).

C. bahwa hal -hal tersebut pada huruf a dan b di ataws, perlu
sel ekasnya di atur dal am Perat uran Penerintah Pengganti Undang-
Undang;

d. bahwa di dal am rangka susunan Kabi net Dwi kora di pandang | ebih

tepat untuk nmem ndahkan pi npi nan dan penbinaan Biro Statistik
di bawah Menteri Research Nasional

anglngat

Pasal 22 Undang- undang Dasar;

Undang- undang No. 7 tahun 1960 (Lenbar an-Negara tahun 1960 No.
109);

Pasal 30 Peraturan Presiden No. 4 tahun 1962 (di senpurnakan)
(Lenbar an- Negara tahun 1962 No. 62);

Keput usan Presiden No. 152 tahun 1959 yo. Keputusan Presiden
No. 153 tahun 1959;

Keput usan Presiden No. 232 tahun 1963;

Keputusan Presiden No. 215 tahun 1964 yo. Keputusan Presiden
No. 71, 141, 156, 180 dan 187 tahun 1965;

Keputusan Presiden No. 340 dan No. 341 tahun 1965;

Keput usan Presiden Pertama No. 351/ MP/ 1961,

©ON o0 kW DNE

Mendengar: Presidium Kabinet Dwkora, Menteri Koordinator
Konparti nmen Penbangunan, dan Menteri Research Nasional

Menut uskan:
Menet apkan:
Per at ur an Pener i nt ah Penggant i Undang- undang t ent ang
Per ubahan/ Penanbahan Undang-undang No. 7 tahun 1960 (Lenbaran-
Negara tahun 1960 No. 109).
Pasal 1.

D dal am Undang- undang No. 7 tahun 1960 beserta penjel asannya,
senmua sebut an



1. Menteri Pertama harus diganti dengan Menteri Research Nasi onal .

2. Kabi net Perdana Menteri harus diganti dengan Departenen U usan
Resear ch Nasi onal

3. Dewan Perantang Nasi onal harus diganti dengan Badan Perencanaan
Penmbangunan Nasi onal .

Pasal 2.

Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini disebut
Per at uran Penerintah Pengganti Undang-undang tentang Statistik dan
mul ai berl aku pada hari diundangkannya.

Pasal 3.

Senmua Per at ur an- per at ur an dan Ket ent uan- ket ent uan [ ain
nmengenai Statistik yang pada saat nulai berlakunya Peraturan
Penerintah Pengganti Undang-undang ini sudah ada, tetap berlaku
sepanjang Peraturan-peraturan dan Ketentuan-ketentuan tersebut
tidak bertentangan dengan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-
undang ini.

Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya, nenerintahkan
pengundangan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini
dengan penenpat an dal am Lenbar an- Negar a Republ i k | ndonesi a.

D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Nopenber 1965.
Presi den Republ ik I ndonesi a,

ttd.
SUKARNO,

D undangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Nopenber 1965.
Menteri/Sekretaris Negara,

ttd.
MOHD. | CHSAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMVERI NTAH PENGGANTI  UNDANG
UNDANG No. 1 TAHUN 1965
TENTANG
PERUBAHAN/ PENAMBAHAN UNDANG- UNDANG No. 7
TAHUN 1960 ( LEMBARAN- NEGARA TAHUN 1960 No. 109).

UMUM
Sej ak berl akunya Undang-undang No. 7 tahun 1960 sanpa



sekarang ini telah terjadi perubahan-perubahan susunan Penerintah
Republi k Indonesia sesuai dengan perkenbangan Revolusi vyang
t er akhi r dengan terbentuknya susunan Kabi net Dw kor a.

A eh karena itu dirasa sangat perlu untuk nengadakan beberapa
per ubahan/ penanbahan Undang- undang t er sebut sesuai dengan
per kenbangan susunan Penerintah dan Lenbaga-|enbaga Penerintah
Republ i k | ndonesi a.

PASAL DEM PASAL

Pasal 1.

Pada ket entuan-ketentuan dan/ atau pasal - pasal di dal am Undang- undang
No. 7 Tahun 1960 beserta penjel asan terdapat sebutan-sebutan:
- Menteri Pertana.
- Kabi net Perdana Menteri .
- Dewan Per ancang Nasi onal .

Kej adi an-kej adi an penting sejak berlakunya Undang-undang tersebut
adal ah, antara lain hilangnya Institut Menteri Pertama yang
diganti dengan Presidium (vide Keterangan Penerintah dal am
Sidang Pleno Terbuka D.P.R -G R tanggal 11 Desenber 1963).

Sel ain dari pada itu Dewan Perancang Nasi onal diganti dengan Badan
Per encanaan Penbangunan Nasional. Adapun Presidium tadi
di masudkan unt uk menj al ankan peker | aan sehari-hari
Peneri ntahan atas nama Presiden/ Perdana Menteri .

Perhatian kirnya perlu diberikan kepada ayat (1 ) pasal 2
Undang-undang No. 7 tahun 1960 yang nenyebutkan : "Didal am
Li ngkungan Kabinet Perdana Menteri sebagai Badan Pusat
Penyal uran Statistik bertindak Biro Pusat Statistik". Pada
kenyat aannya, susunan Penerintah begitu juga beberapa
Lenbaganya, telah banyak nmengal am perubahan, sehingga ayat (1
) pasal 2 Undang-undang No. 7 tahun 1960 tersebut sudah tidak
sesuai . |agi dengan keadaan.

D dal am rangka susunan Kabi net Dm kora sekarang ini di pandang | ebih
tepat untuk nem ndahkan pinpinan dan penbinaan Biro Pusat
Statistik di banvah Menteri Research Nasional sebagai kel anjut an
kebi j aksanaan Penerintah berdasarkan Keputusan Presiden No.
340 dan No. 341 tahun 1965.

Adapun sebutan Dewan Perancang Nasional, ditiadakan, sebab Dewan
tersebut sudah dirubah nenjadi Badan Perencanaan Penbangunan
Nasi onal .

Pasal 2 dan 3.
Cukup j el as.

Menget ahui

Sekretaris Negar a,
ttd.

MOHD. | CHSAN



CATATAN

Kut i pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAVBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965
YANG TELAH DI CETAK ULANG

Sunber: LN 1965/ 94; TLN NO. 2783



